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Abstract 

The purpose of this study is to analyze and know the authority of the Forestry Civil Servant 

Investigator (PPNS) related to TPPU as an effort to prevent the eradication of TPPU. The result 

is expected to provide input to relevant institutions and state organizers, especially investigators 

in efforts to eradicate illegal logging crimes related to TPPU, so that crimes in the field of 

forestry can be entangled with the TPPU Law. Encouraging the legislature (House of 

Representatives) to revise what is lacking in particular the expansion of TPPU investigators and 

good measures of handling TPPU by providing legal certainty and justice in national law 

enforcement. TPUU is a follow-up crime of originality. In essence money laundering is the 

pursuit of property resulting from crimes where the type of crime mentioned in Article 2 

Paragraph (1) law No. 8/2010 TPPU. In its authority PPNS Forestry to conduct criminal 

investigations are only limited in the field of forestry as stipulated in the Forestry Law. 

Keywords: Authority, Forestry, Investigation, Money Laundering 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan Penyidik Pengawai 

Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait dengan TPPU sebagai upaya pencegahan pemberantasan 

TPPU. Hasilnya diharapkan bisa memberikan masukan terhadap lembaga terkait dan 

penyelenggara negara khususnya penyidik dalam upaya pemberantasan kejahatan illegal logging 

terkait dengan TPPU, sehingga kejahatan dibidang kehutanan bisa dijerat dengan Undang-

Undang TPPU. Mendorong legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) merevisi apa yang kurang 

khususnya perluasan penyidik TPPU serta Langkah baik penanganan TPPU dengan memberikan 

adanya kepastian hukum dan keadilan didalam penegakan hukum secara nasional. TPUU adalah 

kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal. Pada intinya Pencucian uang ialah mengejar harta 

hasil dari kejahatan dimana jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010 

TPPU. Didalam kewenangannya PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan kejahatan hanya 

terbatas dibidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU kehutanan. 

Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Penyidikan, Pencucian Uang 
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I. PENDAHULUAN 

ejahatan yang berlatar belakang 

ekonomi sejatinya sudah lama 

dilakukan manusia sejak jaman da-

hulu, akan tetapi kejahatan ini baru disadari 

atau baru diterapkan hukuman atau punish-

ment terhadap kejahatan ekonomi hanya seba-

tas pada perbuatan kejahatan utamanya saja, 

namun bagaimana cara mengejar uang atau 

kekayaan yang sudah dinikmati dari hasil ke-

jahatannya dapat dihukum sesuai dengan UU 

TPPU. Kejahatan TTPU adalah kejahatan 

yang bermotifkan ekonomi ini sebagai proses 

menjadikan uang kotor (Dirty Money) atau 

harta hasil dari kejahatan tersebut, dikonversi 

atau disamarkan sehingga berubah tampak be-

gitu bersih yang didapat dari uang yang sea-

kan akan kelihatan sah agar dapat digunakan 

dengan aman harta hasil kejahatannya dan 

muncul istilah Money Laundering atau Pencu-

cian Uang. 

Di Indonesia mulai diberlakukan huku-

man terhadap kejahatan pencucian uang pada 

bulan April tahun 2002 dengan diundangkan 

yaitu UU No. 15/2002 sampai dengan lahirnya 

UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencu-

cian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). 

Penerapan pencucian uang sangat vital dalam 

pemberantasan tindak kejahatan TPPU, maka 

dalam istilah jika hasil kejahatannya dirampas 

untuk tidak menikmati hasil dari kejahatan 

maka otomatis kejahatan itu akan sirna juga. 

Didalam UU TPPU Pasal 3 Ayat (1) UU 

TPPU menyatakan bahwa TPPU adalah segala 

perbuatan tindak pidana yang memenuhi un-

sur-unsur dalam UU TPPU. Bahwa perbuatan 

TPPU di Pasal 3 setiap orang, mentransfer, 

mengalihkan, menempatan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membelanjakan 

dan seterusnya atau perbuatan lain atas harta 

kekayaan yang diketahui hasil dari kejahatan 

atau patut diduga hasil dari tindak pidana se-

bagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul harta kekayaan. Untuk membuktikan 

Pasal (3), (4), dan Pasal (5) maka tidak harus 

dibuktikan dulu Predicte Crime-nya sesuai 

Pasal 69 namun rawan lolosnya terdakwa pen-

cucian uang karena unsur Pasal TPPU tidak 

terpenuhi.  

TPPU merupakan kejahatan saling ber-

kaitan dan saling berhubungan denagn kejaha-

tan sebelumnya. Didalam pemberantasan dan 

penegakan TPPU mempunyai ciri khas sendiri 

dalam melakukan perbuatannya pelaku TPPU 

dimana pelaku TPPU pasti mengalirkan uang-

nya dari tangan ketangan ada juga yang me-

K 
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nyebutnya sebagai follow the money karena 

saling berkaitan. 

Sebenarnya dalam kejahatan pencucian 

uang ada hubungan kausalitas dengan kejaha-

tan asalnya, maka harus menggunakan asas 

kausalitas dalam menentukan uang kotornya 

apakah ada hubungan dengan kejahatan TPPU 

dan predicate crime-nya yang perlu dibukti-

kan sehingga pasal pencucian uang terpenuhi 

unsur-unsurnya. Tanpa adanya hubungan kau-

sal antara yang melakukan perbuatan dengan 

apa yang dilakukan tersebut tidak menimbul-

kan akibat, maka tentunya orang tersebut tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya per-

buatannya. Apalagi hal tersebut tidak bisa di-

buktikan maka tidak dapat dituntut secara 

hukum (Moeljatno, 2006). 

Pasal 74 UU TPPU menyatakan penyi-

dikan TPPU adalah penyidik tindak pidana 

asal dimana yang dimaksud pidana asal ialah 

yang ada pada pasal 2 UU TPPU. Namun 

muncul permasalahan kareana isi pasal dan 

penjelasan pasal 74 bertentangan atau kontra-

diktif dimana dalam penjelasnnya penyidik 

yang dimaksud dalam tindak pidana asal ada-

lah pejabat yang diberi wewenang oleh UU 

untuk melakukan penyidikan yaitu kpk, jaksa, 

polisi, BNN, dinas pajak dan bea cukai dalam 

hal ini adalah PPNS dalam ruang lingkup 

kementerian keuangan . Hal ini akar masalah 

dalam proses penegakan anti TPPU.  

Dengan pembatasan pada Pasal 74, ma-

ka penyidik yang tidak ada dalam penjelasan 

pasal tersebut. Bagi pelaku yang melakukan 

kejahatan hutan tidak bisa dilakukan oleh lem-

baga lain atau tidak bisa diproses dengan tin-

dak pidana asal, karena pembatasan tersebut. 

PPNS kehutanan mempunyai kewenangan 

khusus sebagai penyidik dibidang tertentu se-

suai keahliannya sebagaimana dimaksud da-

lam KUHAP.  

PPNS kehutanan adalah Pejabat Pega-

wai Negeri Sipil dalam lingkup instansi kehu-

tanan pusat dan daerah yang PPNS kehutanan 

ini diberi wewenang khusus dalam penyidikan 

dibidang konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya oleh suatu peraturan kehu-

tanan. Jadi PPNS Kehutanan merupakan Peja-

bat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus dibanyak sektor 

kementerian oleh UU sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang meru-

pakan semua sumber hukum acara pidana 

Indonesia.  

Data Kementerian Kehutanan bahwa di 

Kalimantan Tengah saja negara mengalami 

kerugian sebesar 158 triliun rupiah, kerugian 

ini merupakan yang paling besar dibandingkan 
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dengan provinsi lain yang ada dijawa Kali-

mantan maupun sumatra seperti Kalimantan 

Timur dan provinsi lainnya. Potensi kerugian 

negara mencapai Rp. 273 triliun jika ditotal 

dari 7 provinsi, yang diakibatkan karena ijin 

penebangan liar dan pembukaan lahan perke-

bunan yang bermasalah. 

Kerugian negara yang begitu besar 

harusnya ditindak dengan Undang-Undang 

TPPU supaya memberikan efek jera pada pe-

laku dan uangnya bisa dirampas oleh negara 

seluruhnya. Namun timbul ketidakadilan aki-

bat limitatifnya penyidik yang tidak sesuai de-

ngan Pasal 2 mengenai kejahatan asal serta 

tidak memberikan kepastian hukum dengan 

saling bertentangan antara Pasal 74 dan Pasal 

2 ayat (1) huruf w. Disinilah muncul proble-

matika hukum, lalu bagaimana Kewenangan 

PPNS kehutanan dalam penyidikan TPPU 

terkait illegal logging?. 

Dalam illegal logging atau penebangan 

liar atau pembalakan liar bisa bebas dari jera-

tan tindak pidana pencucian uang yang sejati-

nya kejahatan sangat berbahaya bagi lingku-

ngan hidup dan juga kehidupan manusia, jika 

tidak dilakukan UU TPPU pada pelakunya, 

maka kejahatan ini terus berlanjut, karena ha-

sil kejahatannya pelaku illegal logging ini a-

kan leluasa terus melakukan kejahatan asalnya 

dan melakukan secara simultan, maka dalam 

pembahasan jurnal ini, untuk menganalisis 

dan mengkajinya dengan metode normatif 

menggunakan pendekatan undang-undang dan 

konsep serta teori-teori. 

Begitu sulitnya mengejar pelaku kejaha-

tan pencucian uang, maka penegak hukum ha-

rus melakukan strategi jitu dalam setiap pena-

nganan kasus agar pelaku pencucian uang ti-

dak lepas begitu saja apalagi pelaku utamanya 

yaitu principale violiter ini. Penyidikan dalam 

perkara TPPU sangatlah lain dari kejahatan 

lainnya diamana TPPU sendiri mempunyai fi-

losofi sendiri yaitu diamana kejahatannya bisa 

dilakukan melalui hilirnya yaitu TPPUnya du-

lu baru selanjutnya pidana asalnya inilah salah 

keuntungannya dari TPPU, tapi perlu diingat 

juga bahwa tidak ada TPPU tanpa adanya 

kejahatan asal (Yenti Garnasih, 2017).  

Dengan demikian dibutuhkan kerjasama 

yang baik dengan visi dan misi yang sama 

dalam pemberantasan TPPU yang sangat ber-

bahaya bagi sistem perekonomian nasional 

karena dapat menghambat laju pertumbuhan 

ekonomi di suatu bangsa bahkan menghambat 

pertumbuhan ekonomi secara global atau 

secara internasional. 

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa 

semua orang berhak atas perlakuan yang sama 
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dihadapan hukum baik itu pengakuan, jaminan 

dan kepastian hukum dengan seadil-adilnya. 

Demi tegaknya adanya kepastian hukum 

pelaku tindak pidana pencucian uang harus 

diberantas sampai keakar-akarnya termasuk 

siapa saja yang menikmati hasil kejahatan ter-

sebut bisa itu pelaku aktif maupun pelaku pa-

sif supaya kejahatan yang bermotif ekonomi 

ini tidak lolos dari jeratan hukum dan sangat 

berbahaya bagi ekonomi nasional maka seha-

rusnya wajib diterapkan undang-undang pen-

cucian uang supaya memberikan efek jera pa-

da pelakunya. salah satu tujuan hukum pidana 

yaitu memeberikan efek jera kepada semua 

pelakunya supaya pelakunya tidak melakukan 

perbuatannya kembali atau tidak mengulangi 

lagi perbuatannnya. Dengan uraian diatas per-

tayaannya begini bagi bagiamana Kewena-

ngan PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan 

TPPU Terkait Illegal Logging. 

II. KAJIAN TEORI 

Dalam pembuktian UU TPPU, maka ha-

rus menggunakan teori kausalitas dimana teori 

tersebut menjelaskan sebab akibat, TPPU ter-

jadi karena adanya penyebab yaitu predicate 

crime atau tindak pidana asal sebagai sebab 

dari TPPU, jika sudah ada hubungan antara 

tindak pidana asal dan pidana lanjutan (sebab-

akibat), maka terjadilah TPPU. 

Setelah terjadinya TPPU, maka harus 

melihat teori kewenangan, karena teori kewe-

nangan sangat penting dalam TPPU, salah sa-

tunya teori atributif dimana teori ini menje-

laskan bahwa kewenangan tidak dapat didele-

gasikan atau diberikan kepada siapapun ke-

cuali atas perintah Undang-Undang. 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian hukum yuridis normatif, penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian yang dilaku-

kan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji 

data sekunder. Dalam penelitian hukum nor-

matif kebanyakan hanya mempergunakan 

sumber data sekunder, yaitu peraturan perun-

dang-undangan, teori-teori hukum, keputusan-

keputusan pengadilan, buku-buku dan penda-

pat para sarjana hukum terkemuka, (Peter 

Mahmud Marzuki, 2005) selain itu juga meng-

gunakan metode pendekatan Undang-Undang 

diantaranya yaitu Undang-Undang TPPU dan 

Undang-Undang yang berkaitan dengan Kehu-

tanan dan KUHAP serta Undang-Undang Ad-

ministrasi Pemerintahan. 

IV. HASIL PENELITIAN 

Penangangan kasus illegal logging atau 

penebangan liar atau disebut juga pembalakan 

liar terkait dalam TPPU harus bisa membuk-

tikan kaitannya antara tindak pidana asal 
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dengan TPPUnya. Pasal 1 angka 2 KUHAP 

penyidikan adalah serangkaian tindakan pe-

nyidik dalam melakukan penyidikan harusnya 

sesuai dengan peraturan dimana dalam penyi-

dikan fungsinya mengumpulkan serta mecari 

barang bukti supaya menjadi terang dalam 

menemukan tersangkanya berdasarkan mini-

mal dua alat bukti. 

Sebelum melakukan penyidikan harus 

diawali dari sebuah penyelidikan terhadap pe-

ristiwa hukum yang sedang terjadi dimana 

penyidikan ini mempunyai fungsi yang sangat 

vital karena penyelidikan itu menentukan apa-

kah peristiwa itu benar-benar sebuah tindakan 

pidan atau bukan jika didalam proses penyeli-

dikan yang dilakukan oleh penyidik bukan se-

buah peristiwa pidana maka penyidik wajib 

menghentikan proses selanjutnya apalagi bu-

kan merupakan peristiwa pidana dijadikan 

pidana, maka banyak konsekuensi yang di-

tanggung oleh penyidik itu sendiri maupun 

institusinya. karena orang yang akan dijadikan 

tersangka bisa melakukan gugatan di muka 

pengadilan bisa melakukan praperadilan atau-

pun tindakan lainnya. 

Pengertian diatas tersebut terlihat bahwa 

penyelidikan adalah tindakan tahap paling a-

wal atau permulaan dari suatu penyidikan, jadi 

pada tahap penyelidikan yang menjadi pusat 

perhatiannya adalah apakah dalam penyelidi-

kan itu ada peristiwa hukum yang melanggar 

ketentuan undang-undang. 

Dalam semua Lembaga penyelidikan 

baik itu polisi PPNS dan lainya mempunyai 

fungsi sebagai seleksi apakah peristiwa hukum 

bisa dialnjutankan ketahapan selanjutnya atau 

bukan hal ini juga sebagai sarana kontrol bagi 

semua penyidik dalam setiap melakukan pe-

nyelidikan. Sedangkan pada tahap tingkat pe-

nyidikan, titik beratnya terletak pada pengum-

pulkan dan menemukan serta mencarai alat 

bukti yang sah agar perbuatan pidana yang 

ditemukan oleh penyidik menjadi terang dan 

jelas, serta agar dapat menemukan dan menen-

tukan siapakah pelaku kejahatan tersebut, di-

antara penyelidikan dan penyidikan hampir ti-

dak ditemukan perbedaan yang mencolok ka-

rena kedunya saling berkaitan diamana penyi-

dik menemukakan minimal dua alat bukti 

yang sudah melanggar ketentuan didalam pi-

dana. Perbedaanya paling besar atau paling 

dapat dilihat adalah hanya dalam tahapan atau 

tingkatan tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik. (M. Yahya Harahap, 2003).  

Pembuktian dalam tindak pidana illegal 

logging atau penebangan liar dan TPPU harus 

bisa dibuktikan guna memastikan ada perbua-

tan melawan hukum minimal mempunyai dua 
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alat bukti yang sah. Tujuan pembuktian dalam 

hukum acara pidana ialah untuk memberikan 

fakta-fakta hukum yang terjadi sesungguhnya 

dalam hal ini adalah pembuktian materil de-

ngan bukti yang sangat ada dan fakta hukum 

maka peristiwa itu dapat memberikan kepas-

tian hukum bagi para tersangkanya. Dalam 

istilah belanda pembuktian bisa diartikan dua 

arti yang pertama diamana pembuktian itu 

adalah perbuatan yang mengandung sebuah 

kepastian hukum tetapi adakalanya pembuk-

tian itu diartikan dari sebuah akibat kelakuan 

yang mengandung sebuah kepastian hukum.  

Pembuktian adalah sebuah usaha yang 

dilakukan oleh penuntut umum atau pejabat 

yang berwenang yang dikemukakan dalam 

sebuah persidangan untuk menunjukan seba-

nyak mungkin hal hal yang menggenai per-

kara yang diajukan yang mempunyai tujuan 

agar hakim bukti yang diajukan bisa jadi per-

timbangkan hakim dalam memutuskan sebuah 

perkara dalam persidangan dipengadilan. 

Pembuktian adalah apakah benar suatu peris-

tiwa pidana atau kejahatan yang telah dilaku-

kan terdakwa illegal logging dan terdakwalah 

yang benar-benar melakukannya, sehingga ha-

rus mempertanggungjawabkan apa yang di-

perbuatnya. 

Bahwa hampir sama di semua negara 

manapun kuhapnya mengatakan bahwa beban 

pembuktian terletak pada pundak pihak jaksa 

sebagai penuntut umum dalam membuktikan 

sebuah peristiwa pidana yang diajukan penun-

tut umun didalam persidangan pidana.  

Berdasarkan teori hukum pembuktian 

adalah hukum pembuktian harus secara tegas 

menentukan kepada siapa beban pembuktikan 

diberikan atau disematkan. karena dengan 

demikin bagi siapa yang di berikan beban 

pembuktian maka akan mempengaruhi akhir 

dari sebuah proses persidangan. beban pem-

buktian ini yang menentukan jalannya sebuah 

perkara diperadilan baik itu dihukum privat 

maupun hukum publik dalam hukum perdata 

bahwa beban pembuktian diletakan para pe-

ngugatnya walaupun para pihak nanti sama-

sama bisa saling membuktikan. 

Dalam pembuktian Ada beberapa ma-

cam teori pembuktian: 

1. Teori Pembuktian Obyektif Murni 

 Teori ini banyak bisa juga disebut teori hu-

kum positif diaman gereja gereja katolik 

banyak menganut aliran ini, dalam aliran 

ini hakim bisa menjatuhkan putusan tanpa 

dengan keyakina hakim namun berdasarkan 

bukti yang sah ditentukan oleh undang-

undang oleh sebab itu banyak yang berpen-
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dapat bahwa teori ini atau aliran ini banyak 

digunakan dalam hukum acara perdata 

yang mana hukum acara hanya sebatas 

mencari kebenaran formil dan kurang pas 

apabila digunakan dalam hukum pidana ka-

rena dalam pidana selain hukum formil ju-

ga mencari kebenaran materil. Sedangkan 

keyakinan hakim dalam pengambilan kepu-

tusan berdasarkan dari hati nuraninya yang 

paling dalam melihat sebuah case yang ada 

walaupun dalam pengambilan putusan ter-

sebut tidak memegang peranan dalam se-

tiap keputusan yang diambil. 

2. Teori Pembuktian Yang Bebas  

Yang dimaksud denagn teori ini adalah 

keyakinan hakim mempunyai batasan da-

lam setiap langkahnya dengan alasan yang 

logis dalam melihat segala sisinya. Dimana 

seorang hakim diberikan kebebesan dalam 

memakai alat bukti dengan alasan yang 

masuk akal hal ini harus sesuai dengan hu-

kum acara pidana diamana teori ini hanya 

bisa dipakai dalam suatu persidangan pe-

langgaran yang ancamannya dibawah satu 

tahun, termasuk perkara lalu lintas dan per-

sidangan perkara cepat dalam hal ini tidak 

membutuhkan JPU didalam persidangan 

walaupun dihadiri oleh terdakwa. 

Dalam teori diatas hakim bisa mengguna-

kan alat bukti lain selain yang ditentukan 

oleh perundang-undangan. Ajaran ini dida-

sarkan pertimbangan akal manusia semata 

diamana hakim tidak harus terikat dengan 

oleh alat-alat bukti yang ditentukan un-

dang-undang maka dengan ini hakim bebas 

memlilih alat bukti yang ada diluar keten-

tuan undang-undang. 

3. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang 

secara negatif (negatief wettellijk bewijs 

theotrie)  

Pembuktian ini adalah perpaduan atau cam-

puran antara pembuktian keyakinaan hakim 

yang logis dengan teori sistem pembuktian 

menurut hukum positif. Rumusan dari sis-

tem pembuktiannya ialah, dimana keyaki-

nan hakim dalam menentukan seseorang 

salah atau tidak berdasarkan alat-alat bukti 

sah menurut ketentuan perundang-undang. 

Alat bukti (evidence) yang ada dalam 

ketentuan UU terdapat dalam KUHAP Pasal 

184 yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, 

Surat, Petunjuk, serta Keterangan terdakwa. 

Dalam pembuktian, kejahatan illegal logging 

minimal mempunyai dua alat bukti untuk bisa 

naik ke tahap penyidikan dan disini penyidik 

PPNS juga harus menyelidiki kemana aliran 

dana atau uang atau aliran uang pelaku kejaha-
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tan kehutanan, sehingga mempunyai hubu-

ngan (kausalitas) dengan kejahatan TPPU. 

Jika berbicara alat bukti diatas terkait dengan 

TPPU, TPPU harus ada kaitannya antara tin-

dak pidana asal dan TPPUnya, jadi harus ada 

asas kausalitas (sebab akibat) karena pencu-

cian itu adalah perbuatan pidana lanjutan (fol-

low up crime), maka harus ada tindak pidana 

asal sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti dari 

pidana asal dalam proses pencucian walaupun 

tidak harus terbukti dahulu seperti Pasal 69 

UU TPPU.  

Dalam penerapan UU TPPU bukan lagi 

mengungkap dan menangkap pelakunya saja 

akan tetapi ini merupakan sebuah strategi 

yang paling utama yaitu menelusuri aliran da-

na atau sering dikatakan follow the money, ke-

mana saja aliran dananya mengalir. Disam-

ping itu yang perlu dipahami, sesungguhnya 

tujuan penegakan hukum pada kejahatan 

TPPU bukan semata- mata mengungkap 

TPPUnya saja akan tetapi justru sebaliknya 

mengungkap serta membasmi kejahatan asal-

nya atau predicate crime-nya.  

Pencucian uang pada umumnya melibat-

kan serangkain double transaksi yang dipakai 

untuk menyamarkan aset keuangan atau harta 

kekayaan sehingga harta kekayaan tersebut 

dapat digunakan tanpa membahayakan para 

pelaku kejahatan TPPU yang ingin mengguna-

kannya.  

Terjadinya pencucian uang hanya ada 

dua cara yang digunakan, yaitu cara modern 

dan cara klasik didalam menjalankan aksinya. 

Dalam UU TPPU ada penambahan alat bukti 

seperti halnya kejahatan kehutanan Pasal 73 

UU TPPU menyatakan bahwa alat bukti yang 

sah dalam pembuktian TPPU adalah : 

a. alat bukti yang didalam KUHAP 

b. alat bukti lain selain dikuhap seperti infor-

masi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik ataupun 

media tehnologi komputer. 

Dalam membuktian kausalitas antara 

TPPU dan kejahatan kehutanan sebagai pidana 

asalnya karena perbuatan pidana atau kejaha-

tan dalam kehutanan mempunyai akibat, yaitu 

hasil perbuatan pidana atau hasil tindak pidana 

atau hasil kejahatan. Analoginya seperti ini, 

adanya tindak pidana akibat adanya hasil, 

uang hasil dari kejahatan tersebut dilakukan 

perbuatan pidana lagi, itulah yang dimaksud 

pencucian uang. Oleh sebab itu pencucian 

uang itu harus ada sebab akibat. 

Banyak teori sebab akibat yang paling 

terkenal Conditio sine qua non adalah Musa-

bab itu adalah setiap syarat semuanya tanpa 

terkecuali yang menimbulkan adanya akibat. 
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Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, 

karena syarat yang ada mempunyai nilai yang 

sama dalam menentukan akibat. Klo Teori 

adequate, teori ini mengatakan bahwa musa-

bab ini tidak semua syarat akan mempunyai 

nilai yang sama namun hanya ada satu syarat 

yang mempunyai akibat langsung berdasarkan 

kejadian normal atau wajar terjadi semestinya. 

Teori Individualisasi, teori ini berusaha 

menemukan faktor penyebab dari sesuatu 

yang ditimbulkan oleh akibat dengan hanya 

melihat dari sisi setelah perbuatan itu dilaku-

kan. Dengan istilah lain peristiwanya mempu-

nyai akibat lansung secara konkrit. Menurut 

teori Individualisasi tidak semua syarat meru-

pakan penyebab, dimana faktor/syarat penye-

babnya sendiri itu adalah faktor yang paling 

kuat atau mempunyai peranan terkuat terhadap 

timbulnya suatu akibat. Dari berbagai teori 

yang telah disebutkan diatas, maka yurispru-

densi di negara kita berpegang pada : 

a. Dampak langsung; 

b. Teori adequate (secara wajar atau pada 

umumnya dapat diduga kuat menimbulkan 

akibat)  

Pencucian uang atau money laundering 

adalah akibat langsung dari suatu perbuatan 

tindak pidana lain yaitu illegal logging. Dima-

na illegal logging hasil kekayaannya yang 

didapat dari tindak pidana penebangan liar 

(sebab) lalu dicuci dengan membelanjakan 

mentransfer dan lain-lain (akibat), sehingga 

timbul suatu perbuatan pidana lainnya yaitu 

tindak pidana pencucian uang.  

Agar dapat melakukan penyidikan 

TPPU penyidik PPNS Kehutanan harus memi-

liki kewenangan secara atributif, dimana yang 

dimaksud dalam kewenangan atributif ialah 

pemberian suatu wewenang pemerintah oleh 

pembuat undang-undang yaitu DPR kepada 

bagian pemerintahan yaitu pada lembaga lem-

baga. Kewenangan atributif bersifat tetap ber-

laku terus dan tidak bisa berubah selama un-

dang-undang masih mengaturnya. Dengan ka-

ta lain wewenang itu otomatis melekat pada 

setiap jabatan yang ada pada organ pemerin-

tah. Kewenangan Atributif menunjukan bahwa 

kewenangan asli yang berdasarkan konstitusi 

atau UUD 1945 atau norma aturan yang 

berlaku. Jadi PPNS Kehutanan harus diberi-

kan kewenangan atribusi agar bisa melakukan 

penyidikan TPPU. Kewenangan non atribusi 

dimana kewenangan ini diberikan dari limpa-

han dari pejabat lain atau lembaga lain.  

PPNS Kehutanan tidak berwenang sama 

sekali didalam penyidikan TPPU, hal ini se-

suai dengan UU No. 30/2014 tentang Admi-

nistrasi Pemerintahan Pasal 12 ayat (3) yaitu 
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kewenangan atribusi tidak dapat didelegasi-

kan, kecuali diatur di dalam UUD 1945 dan / 

atau UU. Jadi disini jelas dalam asas peme-

rintahan yang baik PPNS kehutanan sangat 

terbatas kewenangannya dalam melakukan pe-

nyidikan dimana PPNS kehutanan hanya lea-

ding sektor penyidikan dibidang kehutanan sa-

ja seperti halnya PPNS lainya yang ada pada 

setiap lembaga pemerintahan baik itu kemen-

terian atau lembaga lainnya. 

Penyidik PPNS Kehutanan adalah pe-

nyidik dibidang kejahatan hutan tidak mempu-

nyai kewenangan sama sekali dalam penyidi-

kan tindak pidana TPPU, karena dilihat dari 

kewenangan secara atributif PPNS Kehutanan 

tidak disebut dalam UU TPPU sebagai penyi-

dik pencucian uang. Walaupun PPNS Kehuta-

nan sebagai penyidik tindak pidana asal mem-

punyai bukti kaitannya antara illegal logging 

dan TPPU dari segi asas kausalitas. 

Seharusnya PPNS kehutanan dapat me-

lakukan penyidikan TTPU karena PPNS kehu-

tanan adalah penyidik pidana asal yang dise-

but Pasal 2 UU TPPU jadi penjelasan pasal 74 

ini bertentangan isi pasal jika diinterprestasi 

secara gramatikal saja sudah jelas bahwa 

PPNS adalah penyidik pidana asal dalam Un-

dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Penjela-

san tidak boleh mengakibatkan terjadinya 

ketidakjelasan dari norma yang dimaksud dan 

dalam poin 177 Penjelasan tidak dapat diguna-

kan sebagai dasar hukum untuk membuat pe-

raturan lebih lanjut. 

Akibat hukum dari pembatasan penyidik 

pada Pasal 74 Undang-Undang TPPU, adanya 

konflik norma antara Pasal 2, dimana Pasal 2 

menyebutkan kejahatan TPPU bidang kehuta-

nan yang penyidiknya PPNS Kehutanan de-

ngan Pasal 74 yang disebut penyidik tindak pi-

dana asal namun dalam penjelasannya PPNS 

Kehutanan tidak termasuk pemyidik yang di-

maksud Pasal 74, hal ini timbul adanya keko-

songan hukum. 

V. KESIMPULAN 

Bahwa penyidik PPNS Kehutanan seba-

gai penyidik tindak pidana asal (kehutanan) 

bisa melakukan penyidikan dalam TPPU se-

lain melakukan penyidikan dalam bidang ke-

hutanan. walaupun dalam penjelasan Pasal 74 

UU No. 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pem-

berantasan Tindak Pindana Pencucian Uang, 

secara tegas mengatakan bahwa PPNS Kehu-

tanan tidak termasuk penyidik yang ada di 

penjelasan Pasal 74, yaitu Polisi, Jaksa, KPK, 

BNN, Pajak dan Bea Cukai karena PPNS 

kehutanan adalah penyidik pidana asal seperti 

disebut dalam UU TPPU dan penjelasan pasal 

tidak boleh merubah batang isi pasal dalam 
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UU No 11/2012 tentang pembentukan perun-

dang-undangan. Dengan demikian kedepan-

nya Konsep Pengaturan kewenangan penyidik 

PPNS Kehutanan dalam TPPU harus secara 

tegas diatur dalam UU TPPU hal ini sebagai 

pelaksanaan pasal tertera dalam Pasal 2 huruf 

w sebagai penyidik tindak pidana asal. 
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